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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 128 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 1993

TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA

SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dalam membentuk dan mengembangkan kader pimpinan pemerintahan di lingungan Departemen Dalam Negeri yang berkemampuan professional akademis secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan otonomi daerah, dipandang perlu menyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

b.
bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3047);

2. Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rerubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 401/M.PAN/11/2003 tanggai 20 Nopember 2003.

Pasal I

Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri meliputi :

1.
Ketentuan Pasal 39 a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 39 a

(1)
Bidang Pengasuhan terdiri dari :

a. Subbidang Penyeienggaraan;

b. Subbidang Pengembangan;

c. Koordinator Pengasuh .

(2)
Koordinator pengasauh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sebanyak 15 (Lima belas).

2.
Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO
